
Menimbang : a. bahwa guna efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas 
dan fungsi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan 
pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari 
Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah 
Pusat, perlu membentuk Inspektur Pembantu Investigasi; 

b. bahwa pembentukan Inspektur Pembantu Investigasi 
telah difasilitasi oleh Gubemur Sulawesi Tenggara dan 
mendapatkan persetujuan sesuai surat nomor 061/089 
tanggal 21 Februari 2020 Hal Hasil Fasilitasi Rancangan 
Peraturan Bupati dan Penataan Organisasi Tata Kerja 
Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Konawe Kepulauan Nomor 21 tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe 
Kepulauan; 

BUPATI KONAWE KEPULAUAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN 

NOMOR \.0. TAHUN 2020 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 21 

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH 

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 

BUPATI KONAWE KEPULAUAN 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA 



DAE RAH KONAWE KABUPATEN INSPEKTORAT 
KEPULAUAN. 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 21 
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5415); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3); 
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Mengingat: 



Pasal 7A 
Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang 
dan/ a tau kerugian keuangan negara/ daerah, Inspektorat 
Daerah melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu 
tanpa menunggu penugasan dari Bupati sebagaimana 
diatur dalam Pasal 7 huruf c. 

2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, 
yakni Pasal 7 A dan 7B, yang berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 7 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan 

fasilitasi pengawasan; 
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan 

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan 
dan kegiatan pengawasan lainnya; 

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 
penugasan Bupati; 

d. penyusunan laporan hasil pengawasan; 
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana 

korupsi; 
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; 
g. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; dan 
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

1. Ketentuan pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe 
Kepulauan Nomor 21 tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita 
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 49) 
diubah sebagai berikut: 
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4. Diantara Bagian Kelima dan Bagian Keenam disisipkan satu 
Bagian yakni Bagian Kelima A dan diantara Pasal 19 dan 
Pasal 20 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yang berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 8 
( 1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari : 

a. Inspektur; 
b. Sekretariat; 
c. lnspektur Pembantu Wilayah I; 
d. Inspektur Pembantu wilayah II; 
e. lnspektur Pembantu Wilayah III; 
f. Inspektur Pembantu Investigasi; dan 
g. Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi lnspektorat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 7B 
(1) Dalam hal penyelenggaraan fungsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c, 
lnspektorat Daer ah menemukan indikasi 
penyalahgunaan wewenang dan/ atau kerugian 
keuangan negara/ daerah, lnspektorat Daerah wajib 
melaporkan hasl tersebut kepada Gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat. 

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan 
supervisi kepada Inspektorat Daerah dalam menangani 
laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/ atau 
kerugian keuangan negara/ daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas 
dan fungsi pengawasan intern Pemerintah. 
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menyelenggarakan fungsi : 
a. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan 

teknis di bidang investigasi; 
b. penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan 

investigasi; 
c. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis 

investigasi dan pencegahan kolusi, korupsi dan 
nepotisme; 

d. pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern 
terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang 
menghambat kelancaran pembangunan termasuk 
program lintas sektoral; 

e. pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim 
dan audit investigasi terhadap kasus-kasus 
penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan 
negara, dan pemberian keterangan ahli pada organisasi 
perangkat daerah, dan/ atau kegiatan lain yang seluruh 
atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran 
negara/ daerah dan/ atau subsidi termasuk badan usaha 

Pasal 198 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
Pasal 19A, Inspektur Pembantu Investigasi 

Dalam 
dalam 

Pasal 19A 
(1) Inspektur Pembantu lnvestigasi melaksanakan tugas 

membantu Inspektur di bidang pelaksanaan pengawasan 
kelancaran pembangunan termasuk program lintas 
sektor pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian 
harga, audit klaim, audit investigasi terhadap kasus- 
kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan 
keuangan negara/ daerah, audit penghitungan kerugian 
keuangan negara/ daerah dan pemberian keterangan 
ahli. 

(2) Inspektur Pembantu Investigasi dipimpin oleh Inspektur 
Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Inspektur. 

Bagian Kelima A 
Inspektur Pembantu Investigasi 
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BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020 
NOMOR . \X) 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN, 

Diundangkan di Langara 
pada tanggal, '2.-1 Peb(W\~ 2020 

4.BAGIAN ~ 
3. DINAS/BADAN/KANTOR 
2. ASISTEN ADM. UMUM 
1. SEKDA 

JABATAN 

2020 
Ditetapkan di Langara 
pada tanggal, 1.. ~ teb~<il''' 

PARAF KOORDINASI 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

dan badan lainnya yang didalamnya terdapat 
kepentingan keuangan atau kepentingan lain pemerintah 
daerah, serta upaya pencegahan korupsi; 

f. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program 
anti korupsi kepada masyarakat, dunia usaha, aparat 
pemerintah dan badan-badan lainnya; 

g. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil 
pengawasan bidang penugasan investigasi; dan 

h. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan 
penugasan pemerintah di bidang keinvestigasian sesuai 
peraturan perundang-undangan. 
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14.BAGIAN ~ 
3. DINAS/BADAN/KANTOR 
2. ASISTEN ADii. UIIUII 
1. SEKDA 

PARAF KOORDINASI 
JABATAN 

INSPEKTUR 

SEKRETARIAT 

I 
SUB BAGIAN SUB BAGIAN 

PERENCANAAN, UMUM, 
EVALUASIDAN KEPEGAW AIAN 

PELAPORAN DAN KEUANGAN 

I I I I 
INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR 
PEMBANTU PEMBANTU PEMBANTU PEMBANTU 
WILAYAH I WILAYAH II WILAYAH III INVESTIGASI 

I I I I 
JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN 
NOMOR V? TAHUN 2020 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 21 
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH 
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN. 


